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IMIPR Siap Mediasi
Dua Kubu DPR

JAKARTA—Pembehtukan'DPR tandingan
oleh Kealisi Indonesia Hebat (KIH) dinilai akan
menghambatkinerja DPR maupun pemerin-
tah. Untukitupimpinan MPR berinisiatif tu-
run tangan mencarijalan keluaragar DPR dan
pemerintah bisa bekerja sama secara efektif.

“MPR akan membantu, yaldn-
lah mudah-mudahan sebelum

dua minggu sudah selesai. Syu-

kur-syukur bisa selesai minggu
depan,” ujar Ketua MPR Zulkifli
ITasan di Gedung DPR Senayan,
Jalkarta, kemarin.

Zulkifli mengatakan, tidak
adapersoalandinegarainiyang
tidak bisa diselesaikan dengan
jalansilaturahmidanmusyawa
rah mnufakat. Terlebih, persoal-
an kemunculan DPR tandingan
ini sedang diupayakan solusi-
nya oleh para ketua umum par
tai politik (parpol). Menurut
Zulkifli, MPRdalarnhaliniakan
mencari solusi terbaik, sebagai
penengah, tidak untuk memi-
hak KIIl ataupun Koalisi Merah
Putih (KMP)yangkini mengua—
saipimpinandi parlemen.

Munculnya ketidakpuasan
salah satupihak di DPRyangdi-
wujudkan dengan pembentuk-
an DPRtandingan dinilaimeru-
pakan konsekuensi bagi Indo-
nesia yang belum lama berde-
mokrasi. Namun Zulkifli yakin
para pimpinan parpol pasti
akan bijak dalam menangani
persoalan ini, apalagi ini me-
nyangkut kepentingan bangsa
dan negara. “Dan sekaranglagi
silaturahmidan bicara (pimpin-
an parpol). Apa punlah karena
oranglkalau ketemuan biasanya
perbedaan . sebesar apa pun

pastiakan selesai,” ujarnya.
Zulkifli mengatakan, MPR
akan mencari solusi yang akan
bisa diterima kedua pihak yang
berseberangandi DPR.“Enggalk
adayangkalah dan menang, se-
tandas mantan

mua mena ng,“

Seb oluxnnyd punplnan
telah berperan dalam mencair-
kan kebekuan antarpimpinan
parpol menjelang pelantikan
Presiden dan Wakil Presiden
JokoWidodo-Jusuf Kalla (Joko-
wi-JK) Oktober lalu. Pertemuan

sejumlah elite parpol yang di-
gagaspimpinan MPRinimampu
mengubah situasi ketegangan
menjelang pelantikan menjadi
cair dan sejulc schingga acara
pengambilan sumpah Jokowi-
JKberjalan amandanlancar.

" Sementara itu, dalam rapat
Bamus kemarin, DPR sudah me-
nyepakati kementerian = dan
lernbagayangakanmenjadimitra
Kerjall komisi dan alatlkeleng-
kapan (AKD) (selengkaprya lihat
infagrafis). Hasilkesepakatan ter
sebut selanjurnya akan disahlcan
dalam rapat paripuwrna DPR hari
ini. “Mitra kerja masing-masing
komisiakan diketok (dalamrapat
paripurna) dan bisa langsung
kerja dengan mitranya,” kata

WakilKetuaDPRAgusllermanto -

seusairapatkemarin.

i sisilain, hingga 1(CIIle1n,
DPR tandingan yang dibentuk
KiHyangberang
Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan (FPDI1P), - Fraksi
Partai NasDem, Fralesi Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB),dan
Fraksi Hanura terusmelakukan

‘aktivitas, termasuk melalkulcan

rapatkonsultasipimpinan frak-
si. Dalam rapat tertutup itu,
DPRtandinganmembagi posisi
pimpinan AKD.
" Bahkan, hari ini DPR tan-
dingan inijuga akan menggelar
rapat paripurna sebagaimana
yvang akan dilakukan oleh PR,
Agenda rapat paripurna DPR
mengesahkan mitra kerja DPR
dengan pemerintahan Jokowi-
JK. Tidakingin kalah, DPR tan-
dingan akan menggelar rapat
paripurna untuk menentukan
AKD. “Besok (hariini) kita akan
laksanakanrapatparipurnajam
09.00 pagi untuk penentuan
AKD,” ujar Ketua DPR tanding-—
an Ida Fausmiah di (Jedtlng DPR
Jakarta kemarin.

Di sisi lain, pimpinan DPR
memnilai tidal diperlukan fasilita-
tor untuk menyelesaikan masa-

(s

gotakan Fraksi

SUSUNAN
MITRA
KERJA DPR

Badan Musyawwarah
sementara DPR
menyepakati
kementerian dan
lembaga yang akan
menjadi mitra kerja
11 komisi dan lima~
alat kelengkapan .
Dewvwan (AKD). Hasil
kesepakatan ini
selanjutnya akan
dibahas di rapat
parlpurna DPR.

lah di balik munculnya DPR tan-
dingan oleh kubu K1IH. Wakil Ke-
tua DPRAgusHermantoberpen-
dapat, yang terpenting adalah
melakukan koordinasi antara
KiifTdan KMP sebagain'\a nayang
diupayakan selama ini. “Mari se-
cepatnya melakukan koordina-
"kata Agusdi Gedlmg DPR.

-~ MenurutAgus, masalahscru-

papernah terjadi pada 20041 11a-
nya, Partai Delnok_rat ‘sebagai
partai pemerintah kalaitu tidak
bersikap seperti KTH saatini de-
ngan membuat DPR tznndh’lgan
Demokratsaatitutetap berkoor—
dinasi dengan fraksi lain Sehing-
gapimpinan AKD bisaberganti.
Wakil Sekjen . DPP PDIP
Ahmad Basarah menganggap
penting pimpinan MPR turun
tfangan mengambilperanuntuk
menengahi dualisme DPR, Flal
itu sebagaimana diatur dalam
Pasal28TatibDPRdimana MPR
memiliki kewenangan untuk

mengundang Presiden, pimmpin-

an lembaga negara lain, dalam
hal ini DPR, Dewan Perwakilan
Daerah (DPD), Mahkamah
Konstitusi (MK), dan seterus—
nya jika terjadi persoalan dalam
praktik demokrasi. “Kalau ber-
larut-larut kapan mulai kerja
kita,”ujar Basarah seusaidiskiisi |
bertajuk “Peran MPR ke Depan’”
di Gedung DPR kemarin.
Basarah menilai pimpinan
MPR harus mengambil inis iatif |
karena dia melihat telah terjadi’
penyalahgunaan praktik dem
krasiPancasiladi DPRdim.
lah satu pihak menguas
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Wakil Ketua DPR (kiri-kanan) Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus
Hermanto memimpin rapat konsultasi Badan Musyawarah (Bamus) di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat itu mengagendakan
dua hal, yakni pembagian mitra kerja komisi-komisi di DPR dan penetapan
ruangan kerja fraksi.

Komisi V:
Infrastruktur

dan Perhubungan
Kementerian PU
dan Perumahan
Rakyat , Kemenhub,

Luar Negeri, dan
Informasi
Kemenhan, Kemenlu,
Kemenkominfo, TNI,
Dewan Ketahanan

Komisi li: Dalam
Negeri, Setneg,
dan Pemilu

Komisi IV: Lingkungan
Hidup, Pertanian,
Pangan, dan Maritim

Komisi I: Pertahanan, i | = I
|

Komisi 11i: Hukum,
HAM, dan Keamanan
Kemenkumham,

: Kemendagri b A Kementan, Kementerian i
Nasional, Lembaga ’ Kejagung, Kepolisian RI . i Kementerian PDT
; Kemensekneg, BPN = ¢ Kehutanan, Kementarian i i
Ketahanan Nasional, 7 . KPK, Komnas HAM, “ 2 dan Transmigrasi,
BIN, Lembaga Sandi Setkab;, KKP, Kemenko Maritim, BMKG, Badan

Komist Hukum Nasional,
Sekjen MA, Sekjen MK,
Sekjen KY, Sekjen MPR,
Sekjen DPD, PPATK,
LPSK, BNN, dan BNPT.

Kementerian LH, Buloeg,
dan Dewan Maritim
Nasional.

Ombudsman RI,
KPU, Bawaslu,
Kemenpan dan RB,
LAN, dan ANRI.

Pencarian dan
Pertolongan
Nasional, dan BPLS.

Negara, LKBN

ANTARA, KIP, KPI, TVRI,
RRI, Dewan Pers, dan
Lembaga Sensor Film.

mimpinan, termasukkomisidan
AKD. Menurutnya, demokrasi
Pancasila adalah yang mengede-

E)ankan musyawarah mu_fakat. Komisi Vi: industri, Komisi Vii: Kemisi Viil: Agama T Komisi 1X:
Jalan keluarnya seperti apa, Investasi, dan Komisi Energi dan Sosial -| Kesehatan dan
serahkan kepada MPR sebagai | Persaingan Usaha | dan Ristek Kemenag, Kemensos, ‘ Ketenagakerjaan
lembagaﬁngginegam,”ujamya. | Kemenperin, | Kementerian f Kemen Pemberdayaan | Kemenkes,
Pengamatpolitikdari Univer- Kemendag, v ESDMI, Riset Perempuan dan o Kementeril(an_

itas FanmberBava Dwi Aacsata Kementerian Koperasi Teknologi dan Perlindungan Anak, Ketenagakerjaan,
St s ggara dan UKM, Kementerian Pendidikan KPAI, BNPB, Badan Amil BKKBN, BPOM,
mengatakan, MPR mempunyai BUMN, BKPM, BSN, Tinggi, BPPT, Zakat Nasional, dan BNP2TKI, dan BPJS.

SRRl TS .

Ieg'alstandinguntukmingnﬁgi Badan Pﬁrlindungan dan BT NHE“‘ e IEadan Wakaf Indonesia.
WMMR: mpis P . n

MPR harus mengundang secara damn KRR
resmi semua pihak terkait untuk

dudukbersama. “Untuk meng-
ingatkan kembali pada asas mu-
syawarah, itulah forum sidang
paripurna ini untuk menjemba-
tani perperangan dua kubu ini,”
kataBayudikesempatansama.

Menurut Bayu, paripurna
MPR juga bisa memutuskan
persoalan pimpinan komisi ini
karena lembaga ini bisa berpe-
ransebagai penyatunegara.

®kiswondari

» SRNNS

Komisi X: Pendidikan, T
Olahraga, dan Sejarah |
Kementerian Pendidikan dan |
Kebudayaan, Kementerian |
Pariwisata, Kemenpora, dan !
Perpustakaan Nasional.

Komisi Xi: Keuangan dan
Perbankan

Kemenkeu, Bappenas,
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Badan Pusat Statistik
(BPS), dan Bank Indonesia.
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